
 

 
 

 
BUPATI BUTON UTARA 

PROVINSI SULAWESI TENGGARA 
SALINAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA 

NOMOR     1     TAHUN 2019 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2016 – 2021 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI  BUTON  UTARA, 

 
Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 

Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi 
Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara, maka perlu 

dilakukan perubahan terhadap RPJMD Kabupaten Buton 
Utara Tahun 2016-2021 sebagai akibat perubahan 
Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah; 

b. bahwa dengan adanya perubahan Nomenklatur 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan 

penyusunan indikator tujuan, indikator sasaran, 
penyesuaian penempatan program dan indikator program 

berdasarkan urusan dan kewenangan OPD yang baru 
tersebut; 

c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 
maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 – 2021 perlu 

dilakukan penyesuaian karena masih mengacu pada 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton 

Utara Tahun 2016-2021; 
 
 

 
 



Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan  Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi 

Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia        
Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4690); 
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang    

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional      
Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor33, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4700); 
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4725); 
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban 
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang  

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008     

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4815); 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5914); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor 2      

Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali dan 

terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21    
Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 

Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara           
Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 

Tenggara Tahun 2013, Nomor 3); 
20. Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2012 tentang   

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara 
Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton 
Utara Tahun 2012, Nomor 51); 

21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton 

Utara Tahun 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Buton Utara Tahun 2014, Nomor 10); 

22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Buton Utara (Lembar Daerah Kabupaten Buton Utara 

Tahun 2016, Nomor 6); 
 

 
 



Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA 
dan 

BUPATI BUTON UTARA 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2016 – 2021. 
 

Pasal I 
 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 4 
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Buton Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Buton Utara Tahun 2016 Nomor 4) diubah sebagai berikut: 
 

1. Konsiderans Mengingat perlu ditambahkan Beberapa Dasar Hukum yang 
berbunyi sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5914); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Ketentuan Pasal 4 tentang sistematika penulisan diubah dari 10 (sepuluh) 

BAB menjadi 9 (sembilan) BAB, sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut:  
 

Pasal 4 
 

Sistimatika Perubahan RPJMD Kabupaten Buton Utara sebagaimana 
dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, adalah sebagai berikut: 

 
3. Ketentuan Pasal 5 Pada Lampiran RPJMD diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 
Pasal 5 

 
Perubahan RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 6 

 
Setiap OPD wajib menyusun Perubahan Renstra-OPD Tahun 2016-2021. 
 

 
5. Ketentuan Pasal 7 berubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 7 

 
Penyusunan Perubahan Renstra-OPD sebagaimana dimaksud dalam    
Pasal 6 mempedomani Perubahan RPJMD. 

 

  

BAB I PENDAHULUAN; 

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH; 

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH; 

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS; 

BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN; 

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN 

DAERAH; 

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM 
PERANGKAT DAERAH 

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; 

BAB IX PENUTUP. 



Pasal II 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten    
Buton Utara. 

 
Ditetapkan di Buranga 

pada tanggal  8 Januari 2019 

 
BUPATI BUTON UTARA, 

 
                   TTD 

 
       H. ABU HASAN 

 
Diundangkan di Buranga 

pada tanggal  8 Januari 2019 

 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BUTON UTARA, 
 

TTD 
 

MUHAMMAD YASIN 
 
 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2019 NOMOR 1 

 
 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA PROVINSI 
SULAWESI TENGGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 

NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 

MENENGAH DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2016 – 2021 : 
(1/24/2019) 

 


